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(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap:

a. interkonektivitas, interoperabilitas
teknologi, keamanan, dan keandalan operasi; 
dan

b. kontinuitas, keakuratan, dan kemutakhiran
data dan/atau informasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan
paling sedikit melalui:a. advokasi dan
sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; 
dan/atau c. pemantauan dan evaluasi.

● Koordinasi antar kementerian/ lembaga
dan peran aktif pemerintah daerah dalam
pembangunan industri.

● Salah satu Sasaran penyelenggaraan
SIINAS : terkoneksinya SIINAS dengan
sistem informasi yang dikembangkan oleh 
kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 
asosiasi serta KADIN dan kamar dan 
industri daerah (KADINDA) dalam rangka
pertukaran data.

PP 14/2015

Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional (RIPIN) 

PP 2/2017

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Industri



Sub Urusan 
Sistem 
Informasi 
Industri 
Nasional

Urusan pemerintahan 

konkuren adalah Urusan 

Pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota

Perencanaan

pembangunan daerah

didasarkan pada data dan 

informasi yang dikelola

dalam sistem informasi

pembangunan daerah.

Pemerintah Pusat

Pembangunan dan pengembangan Sistem
Informasi Industri Nasional

Daerah Provinsi
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
● IUI* Besar dan Izin perluasannya; dan
● IUKI* dan IPKI* yang lokasinya lintas Daerah 

kabupaten/kota.

Daerah Kabupaten/Kota
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
● IUI* Kecil dan Izin Perluasannya
● IUI* Menengah dan Izin Perluasannya; dan
● IUKI* dan IPKI* yang lokasinya di Daerah 

kabupaten/kota.

UU 23/2014
Tentang Pemerintah Daerah

*) Dokumen perizinan yang berlaku
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Sub Kegiatan Kinerja Indikator

Fasilitasi Pengumpulan, 

Pengolahan dan Analisis Data 

Industri, Data Kawasan Industri

serta Data Lain Lingkup

Provinsi melalui Sistem

Informasi Industri Nasional

(SIINas)

Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan

dan Analisis Data Industri, Data Kawasan

Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi

melalui Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas)

Jumlah dokumen hasil Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Industri, Data Kawasan

Industri serta Data Lain Lingkup

Provinsi melalui Sistem Informasi

Industri Nasional (SIINas)

Diseminasi dan Publikasi Data 

Informasi dan Analisis Industri

Provinsi melalui SIINas

Terdiseminasi dan terpublikasikannya data 

informasi dan analisis industri propinsi melalui

SIINAS

Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan

Publikasi Data Informasi dan Analisis

Industri Provinsi melalui SIINas

Pemantauan dan Evaluasi

Kepatuhan Perusahaan 

Industri dan Perusahaan 

Kawasan Industri Lingkup

Provinsi dalam Penyampaian

Data ke SIINas

Terpantau dan terevaluasinya Kepatuhan

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan

Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian

Data ke SIINas

Jumlah dokumen hasilPemantauan dan

Evaluasi Kepatuhan Perusahaan 

Industri dan Perusahaan Kawasan

Industri Lingkup Provinsi dalam

Penyampaian Data ke SIINas

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020



SIINas



Sanksi
Administratif

SIINas

Tata Kelola SIINas
Dan

Satu Data 
Kemenperin

UU 3/2014, UU 11/2020, Perppu 2/2022

PP No. 2/2017 , PP 28/2021 dan PP 54/2021 

Permenperin No. 38 
Tahun 2018 tentang

Akun Sistem Informasi 
Industri Nasional

Permenperin No. 2 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Penyampaian Data Industri, 

Data Kawasan Industri, Data Lain, 
Informasi Industri, dan Informasi Lain 

Melalui SIINas

Kepmenperin No. 184 Tahun 2020 tentang  Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data 
Kawasan Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional

Dasar Hukum
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Sistem Informasi Industri Nasional

Merupakan tatanan prosedur dan mekanisme
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi,
sumber daya manusia, basis data, perangkat
keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data
yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk
penyampaian, pengelolaan, penyajian,
pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau
informasi Industri.

(Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian)
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Tujuan SIINas

• Mempermudah dan 
mempercepat penyampaian
laporan/pelayanan;

• Mempermudah dan 
mempercepat pengelolaan, 
penyajian, pelayanan
data/Informasi

• Penyebarluasan data dan/atau
informasi industri yang akurat, 
relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan

• Sebagai dasar pengaturan, 
pembinaan, dan pengembangan
industri yang dapat diakses oleh 
masyarakat dan pemangku
kepentingan.

• Data tersebar di berbagai instansi
• Data berbeda-beda
• Tidak akurat, lengkap, dan up-to-date

t
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Integrasi – Interkoneksi – Pertukaran Data

DATA INFORMASI

SISTEM NASIONAL

NERACA KOMODITAS

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK

MENUNJANG KEGIATAN USAHA
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Aplikasi di SIINas-Perusahaan

t

E-Reporting

Berisi berbaga aplikasi untuk

memfasilitasi perusahaan menyampaikan

pelaporan terkait, seperti pelaporan wajib

semesteran (laporan tahap

produksi/pembangunan)

E-Service

Berisi berbaga aplikasi untuk memfasilitasi

perusahaan mengakses berbagai layanan yang 

disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti

IOMKI, penghargaan industri hijau, restrukturisasi

mesin, TKDN, dll

Data dan Informasi

Berisi berbaga informasi yang dapat

dimanfaatkan perusahaan industri seperti Analisis

sektor industri, Business Matching (Informasi profil 

perusahaan industri disertai produknya), Pohon

Industri, dll
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Layanan/Fasilitas di SIINas-Perusahaan

Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI)

e-Licensing
Layanan pengajuan permohonan untuk melakukan kegiatan
ekspor dan/atau impor

Layanan pengajuan perizinan agar dapat melakukan kegiatan
usahanya selama pandemi covid 19. (SE Menperin 5/2021)

Penghargaan Industri Hijau

Layanan pendaftaran untuk mengikuti penghargaan industri hijau
Dasar Hukum :
Permenperin 18/M-IND/PER/3/2016 Tentang Penghargaan Industri
Hijau

Restrukturisasi Mesin dan Peralatan
Layanan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan berupa potongan
harga mesin dan/atau peralatan produksi
Dasar Hukum :
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/7/2017
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2018
• Keputusan Dirjen IKM No. 30/IKM/KEP/6/2018
• Keputusan Dirjen IKM No. 46/IKM/KEP/7/2017
• Permenperin 9 tahun 2022

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri
Kecil
Layanan pendaftaran untuk mendapatkan sertifkat TKDN Industri Kecil 
agar dapat digunakan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa
pemerintah
Dasar Hukum :
Permenperin 46 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil

IK

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Layanan pendaftaran untuk mendapatkan sertifkat TKDN agar dapat
digunakan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dasar Hukum :
• UU No. 3 Tahun 2014
• PP 29 tahun 2018

Verifikasi Kemampuan Industri (VKI)

Layanan pendaftaran untuk mendapatkan LHVKI (Laporan Hasil Verifikasi
Kemampuan Industri) yang akan digunakan sebagai persyaratan
Dasar Hukum :
Permenperin 36 tahun 2022 Tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan
Industri dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil
Sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri

Virtual Business Matching
Layanan mempertemukan suplier dan buyer di dalam negeri untuk
mengoptimalkan penggunaan produksi di dalam negeri

13



Kewajiban Pelaporan di SIINas-Perusahaan

Pelaporan Tahap Pembangunan 
Aplikasi pelaporan data industri yang wajib dilaporkan oleh

perusahaan industri selama pabrik dalam masa tahap

pembangunan atau mengalami perluasan

Pelaporan Tahap Produksi
Aplikasi Pelaporan data Industri yang wajib dilaporkan oleh

perusahaan industri pada setiap semester

Pelaporan Tahap Pembangunan Kawasan

Industri
Aplikasi pelaporan data kawasan industri yang wajib

dilaporkan oleh perusahaan kawasan industri selama

kawasan dalam masa tahap pembangunan atau

mengalami perluasan

Pelaporan Tahap Komersial Kawasan Industri

Aplikasi Pelaporan data kawasan Industri yang wajib

dilaporkan oleh perusahaan kawasan industri pada

setiap semester

Pelaporan Semesteran
(Permenperin 2 Tahun 2019)

Pelaporan Bulanan

Indeks Kepercayaan Industri (IKI)
Aplikasi pelaporan persepsi perkembangan kondisi industri

pada bulan berjalan dan kondisi usaha 6(enam) bulan kedepan

Dasar Hukum :

SE Menteri Perindustrian No.13 tahun 2022 

Pelaporan Mingguan

Izin Operasional Mobilitas Industri (IOMKI)
Aplikasi pelaporan kondisi industri dimasa pandemic Covid-19

Dasar Hukum :

SE Menteri Perindustrian No.5 tahun 2021
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Pelaporan Data Industri dan Data Kawasan Industri

Merupakan
penyampaian Data 
Industri atau Data 
Kawasan Industri, 

kepada Pemerintah
Pusat/Daerah

Berdasarkan
Permenperin 2/2019, 

pasal 2, Setiap
perusahaan Industri

dan perusahaan
Kawasan Industri.

Perusahaan Industri adalah setiap Orang 
yang melakukan kegiatan di bidang usaha 
industri yang berkedudukan di Indonesia.

Perusahaan Kawasan Industri adalah 
perusahaan yang mengusahakan 

pengembangan dan pengelolaan Kawasan 
Industri.

Pelaporan Data 
Industri dan Data 
Kawasan Industri

dilakukan 2 kali dalam
setahun

Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas) 

pada 
https://siinas.kemen

perin.go.id/

What ? Who ? When ? How ?

15



Manfaat SIINas Dalam Konteks Satu Data Industri

Kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan dan pelayanan pemerintah karena online 
1

Mengurangi beban responden (industri) dengan banyaknya kegiatan survei dari K/L/D
2

Industri dapat memanfaatkan data dan informasi yang tersedia di SIINas
3

Kebijakan yang tepat dan advokasi permasalahan industri 
4

Memudahkan penguna data memahami data serta
mencegah penggunaan dan interpretasi data yang salah

5

Garansi kualitas data dan Informasi
dan Menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan

beragam produsen data 

6
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Manfaat Pelaporan Data melalui SIINas bagi Pemerintah

• Terpantaunya kondisi industri dan kawasan industri secara
menyeluruh.

• Tersedianya data yang lengkap dan terkini bagi
pimpinan/pengambil keputusan, termasuk gubernur, 
bupati, walikota.

• Tersedianya early warning system dalam rangka
pengamanan industri.

• Referensi data utama untuk Pembinaan & Pengawasan

• Menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi
anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata 
kelola informasi yang baik

17



Data 

Primer
Data 

Sekunder

Data yang Tersedia di SIINas
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Alur Pelaporan Data Industri/Kawasan Industri

Satu akun SIINas dimiliki oleh satu lokasi Pabrik, jika 1 perusahaan memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik, maka wajib
memiliki akun sebanyak lokasi pabrik dan menyampaikan laporan secara terpisah untuk setiap akun

Perusahaan 
Industri/Perusahaan 

Kawasan Industri

Melakukan
Pembangunan/Belum 

Beroperasi secara
Komersial

Laporan Tahap
Pembangunan

Laporan Data lainnya

Telah beroperasi
secara Komersial

Laporan Tahap
Produksi/Tahap

Komersial

20



Data yang Disampaikan

Jenis Laporan Perusahaan Kawasan IndustriPerusahaan Industri

21



Periode Pelaporan Data Industri/Kawasan Industri

22



Rencana Sanksi Apabila Tidak Menyampaikan Laporan Industri

Pencabutan 
izin usaha 

industri

Pembekuan 
izin usaha 

industri

Penutupan 
sementara

Denda 
administratif

Peringatan 
tertulis

Hingga 3 kali surat
peringatan dengan

selang waktu 1 bulan

23



Jaminan Kerahasiaan Data Individu

ISO 27001: Information Security Management System

• Non Disclosure Agreement

• Ancaman sanksi administratif jika menyampaikan data yang merugikan
perusahaan

Regulation

Security System

Human

Data Individu dijamin kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan dalam
hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

• UU No.3 tahun 2014 [Pasal 69 dan 70 ayat (2)] 

• UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik

• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Data 

Individu termasuk Data yang Dikecualikan]

24



Sanksi untuk Pejabat/ASN yang Membocorkan Data

UU No.3 tahun 2014 (Pasal 70)

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembebasan dari jabatan;

c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau

f. pemberhentian dengan tidak hormat.

25



Tampilan “Home” SIINas







• Statistik SIINas
• Daftar perusahaan
• Laporan Industri
• Dashboard Laporan Industri
• Data IOMKI
• Dashboard IOMKI
• Status Pengajuan Rekomendasi

Pedulilindungi

Data yang dapat dimonitoring oleh Pemda
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Indeks
Kepercayaan
Industri (IKI)



31

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) merupakan Indeks yang

dibangun dan dirilis oleh Kementerian Perindustrian.

IKI adalah indikator derajat keyakinan atau tingkat

optimisme industri manufaktur terhadap kondisi

perekonomian.

IKI merupakan gambaran kondisi industri pengolahan dan

prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan

sektor industri serta penyelesaiannya secara cepat dan

tepat.

Indeks Kepercayaan Industri (IKI)

Sebagai indikator penilaian industri yang 

terpercaya, terkini, terlengkap, dan terdetail;

MANFAAT

Mendiagnosa lebih awal permasalahan sampai 

subsektor industri sehingga dapat diselesaikan 

lebih cepat dan tepat;

Mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih 

besar apabila terjadi permasalahan pada industri;

Tergambarkan iklim usaha industri sehingga dapat 

mengetahui prospek bisnis periode 6 bulan 

mendatang pada sektor industri di Indonesia.



Metodologi IKI

32

Pertanyaan IKI

1. Bagaimana kondisi kegiatan usaha secara umum pada bulan ini dibandingkan bulan lalu? 
(Meningkat / Tetap / Menurun)

2. a) Bagaimana volume pesanan baru pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?
(Meningkat / Tetap / Menurun)

b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?

3. a) Bagaimana volume produksi pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?
(Meningkat / Tetap / Menurun)

b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?

4. a) Bagaimana volume persediaan (stok produk) pada bulan ini dibandingkan bulan lalu? 
(Meningkat / Tetap / Menurun)

b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?

5. a) Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi usaha di Indonesia 6 bulan ke depan? 
(Optimis / Tidak berubah / Pesimis)

b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?

Formula IKI

Surat Edaran Menteri 

Perindustrian Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Pelaporan Kegiatan 

Industri Dalam Rangka 

Penyusunan Indeks Kepercayaan 

Industri (IKI)

Dasar 
Hukum

IKI = 0.5 V1 + 0.3 V2 + 0.2 V3
V1 = Pesanan Baru; V2 = Produksi; 
V3 = Persediaan Produk

Vi =
 𝑗=1
𝑛 𝑤𝑗𝑥𝑖𝑗

 𝑗=1
𝑛 𝑤𝑗

catatan:

• w adalah jumlah tenaga kerja setiap pelaku

usaha yang menjadi sampel

• x adalah laporan kondisi ketiga variabel 

penyusun yang skornya 1 (jika membaik), 0.5 (jika 

tetap), dan 0 (jika memburuk) dibandingkan 

bulan sebelumnya

0 ≤ IKI < 50 : kontraksi

IKI = 50 : stabil

50 < IKI ≤ 100 : ekspansi/optimis

Interpretasi IKI



Industri Pengolahan Tetap Tumbuh pada Januari 2023

• IKI pada bulan Januari 2023 masih dalam fase ekspansi (51,54),
meningkat 0,64 dibandingkan dengan bulan Desember 2022 (50,90).

• Share terhadap PDB Triwulan III 2022 subsektor yang ekspansi
meningkat dari 74,9% menjadi 80,1%, penyebab utamanya karena
subsektor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
dan Industri Minuman yang memiliki share terhadap PDB Industri
Pengolahan Nonmigas sebesar 3,6% dan 1,7%, meningkat nilai IKI nya
dari kontraksi menjadi ekspansi. Secara umum, perusahaan industri
menjawab kondisi kegiatan usahanya pada bulan Januari 2023 stabil
dibanding dengan bulan Desember 2022 (44,1%), dan yang menjawab
meningkat 30,0%.

Januari 2023
51,54

Share PDB Triwulan III 2022

12 Subsektor Ekspansi: 80,1%  74,9% (Des 22)

11 Subsektor Kontraksi: 19,9%   25,1% (Des 22)

Ekspansi 0,64

Konsistensi panel responden pada bulan Januari 2023 sebesar 
82% dibanding Desember 2022.

33

29.5

42.6

27.8
30.0

44.1

25.9

Kondisi Kegiatan Usaha Secara Umum 
Bulan Januari 2023 (%)

Meningkat Tetap Menurun

Laporan
Januari 23

Laporan
Desembe

r 22

50.89 50.90

51.54
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• Semua indeks variabel pembentuk IKI pada bulan
Januari 2023 mengalami ekspansi dan meningkat
dibanding Desember 2022.

• Peningkatan nilai IKI bulan Januari 2023 terjadi pada
semua variabel terutama pada Pesanan Produk yang
meningkat dari 50,07 menjadi 51,14.

• Pesanan Domestik merupakan faktor dominan yang
mempengaruhi indeks variabel Pesanan Baru. Hal ini
terkait dengan nilai indeks variabel produksi. Sedangkan
pesanan merupakan faktor dominan indeks variabel
Produksi dan Persediaan Produk

Indeks Variabel Pembentuk IKI Januari 2023

34

50.07

50.0354.27

51.14

50.35

54.34

Pesanan Baru

Produksi
Persediaan

Produk

Desember 22 Januari 23



60.5
24.3

15.3

62.3

24.1

13.6

Pandangan Kondisi Usaha 6 Bulan ke Depan (%) 
(Feb-Jul 2023)

Optimis Stabil Pesimis

Laporan
Januari 23

Laporan
Desember 22

Pandangan Pelaku Usaha terhadap Kondisi Usaha 

Industri 6 Bulan ke Depan:   Optimis 62,3% dan Stabil 24,1%
(Februari-Juli 2023)

• Secara umum, pada Januari 2023 pelaku usaha
memandang kondisi usaha selama 6 bulan ke
depan lebih optimis dibandingkan dengan bulan
sebelumnya.

• Mayoritas (62,3%) pelaku usaha menyatakan optimis
terhadap kondisi usaha industri selama 6 bulan ke depan.
Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar
60,5%.

• Mayoritas responden yang menjawab optimis
menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan
membaik dan kepercayaannya karena kebijakan
pemerintah pusat yg lebih baik.

• Selanjutnya, seiring meningkatnya optimisme pelaku
usaha, persentase pesimisme pelaku usaha mengalami
penurunan dari 15,3% pada Desember 2022 menjadi
13,6% pada Januari 2022.

• Terakhir, sebanyak 24,1% pelaku usaha menyatakan
kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka
ini relatif tidak berubah jika dibandingkan bulan
sebelumnya yang sebesar 24,3%.
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PUBLIKASI IKI

https://www.kemenperin.go.id

https://www.kemenperin.go.id/


PUBLIKASI IKI

Instagram @kemenperin_ri
Instagram @pusdatin_kemenperin

https://www.youtube.com/watch?v=R4_
gpVqJDMc&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=R4_gpVqJDMc&t=4s
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CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, and includes icons by Flaticon and 
infographics & images by Freepik

Thanks!
Helpdesk SIINas

siinas.kemenperin.go.id/helpdesk

WhatsApp Official Kemenperin

0813 1997 6986

Jam Operasional : Senin-Jumat
08:30 - 15.00

@pusdatin_kemenperin

https://bit.ly/3A1uf1Q
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Lampiran



Siapkan :
1. Softcopy dokumen Perizinan

Berusaha berbasis Resiko (OSS RBA) 
yang berlaku

2. NPWP
3. Data email yang tercantum pada NIB
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Pengajuan Akun SIINas

1. Kunjungi situs SIINas pada https://siinas.kemenperin.go.id/
2. Klik Registrasi Akun SIINas

42
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1. Lengkapi Data Nama Perusahaan, 
Lokasi Pabrik, NPWP, NIB OSS RBA, 
serta email sesuai NIB;

2. Satu akun SIINas digunakan untuk 
satu lokasi Pabrik. Apabila 
Perusahaan memiliki 3 Pabrik 
dengan lokasi berbeda, maka wajib 
memiliki 3 akun;

3. Data yang terkirim akan diperiksa 
oleh UPP, username dan password 
akan dikirim ke email yang terdaftar 
di NIB;
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Bukti Pendaftaran Akun SIINas

Apabila email tidak terdapat di inbox, mohon untuk memeriksa di spam

majujaya@gmail.com
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Ganti Password
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Lupa/Reset Password
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Bukti Kepemilikan Akun

• Perusahaan dapat mendownload atau
mencetak Bukti Kepemilikan Akun pada 
Data Perusahaan > Bukti Kepemilikan
Akun

• Bukti ini merupakan salah satu syarat
yang diminta saat pengajuan Verifikasi
Teknis
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Helpdesk 

SIINas

siinas.kemenperin.go.id/helpdesk

WhatsApp Official 

Kemenperin

0813 1997 6986

Jam Operasional : Senin-

Jumat

08:30 - 15.00

Terimakasih


